BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAYH
DI KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan dana bantuan operasional
ackolah oleh satuan pendidikan, sesuai kebijakan
laporan  keuangan  berbasis akrual, wajib
menyclenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan dengan
laporan keuangan pernerintah daerah;

b. bahwa untuk mendukung kensolidasi
pertanggungiaweban keuangan dana bantuan
operasional sekolah dalam laporan keuangan
pemerintah daerah dalam sistem  akuntansi
pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah,
perlu disusun pedoman pengelolaan keuangan yang
diatur dengan Peraturan Bupati;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud pada huraf a dan huruf b, periu
menetapkan Peraturan Bupetl tentang Pedoman
Telnis Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan
Operasional Sekolah di Kabupaten Purworejo,;

Mengingat : 1. Pasel 13 ayat (6) Undnag-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undeng Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pemmbentukan Daerah-dacrsh dalam Lingkungan
Propinasi Jawa Tengah:,

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Ncgara ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia
Nomaor 4301);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tfeniang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587,
aschagaimana telah diubah beberapa kaii, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH Dl KABUPATEN
PURWOREJOQ.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Daerah adelah Kabupaten Purworgjo.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyclenggara
Pemerintahan Daerash yang memimpin pelaksanaan urisan
pemerintahan yang meryadi kewenangan dasrah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Purworgjo.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam
rangka penyelenggarzan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai
dengan usng termasuk didalamnys segala bentuk kekaysan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

6. Pengelolaan Keuangan adalak keseluruban kegiatan yang meliput:
PEITTICANAAD, pelaksanaan, penatausahaar, pclaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

7. Bantuan Operasional Sckolah, vang selanjutnya disingkat BOS
adalah program Pemerintah untuk penyediann pendanasn biaya
operasi non perscnalia bagi satuan pendidikan dasar dan
menengah.

8. Perangkat Daerah, yang selanjuinya disebut SKPD, adalah
petangkat daerah di  lingkungan Pemerintah Daecrah  yang
menyelenggaraken urusan pemerintabhan i bidang pendidikan
sclaku pengguna anggaranpengguna barang.



190,

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Kepala Perangkat Daerah, yang selaniutnya disebut Kepala SKPD,
adalah kepalz perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
seiaku pengguna anggaran/penggunsa barang.

Satuan Kerja Pengeloia Keuangan Daerah, yang selanjutmya
disingkat SKPKD, adalah Perangket Daersh di lingkungan
Pemerintah Daerah selaku pengpuna angparan/pengguna barang,
yang juga melaksanakan pengelolaan kevangan daerah.

Pejabat Pengeiola Keuangan Daerah, vang selanjuitnva disingkat
PPKD), adalah Kepala Satuan Kera Pengeiola Keuangan Daerah
yang mempunyai itugas imelaksanaskan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umnum daerah.

Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebsgai bendahara umum
daerah

Samuan pendidikan, yang selanjutaya disebut Sekolah, adalah
kelompok layanen pendidikan yang menvelenggarakan p&ndidikan
pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setap jeniang dan
jenis pendidikan.

Kepala satuan pendidikan, yang selanjutnya disebut Kepala
Sekolah adalah kepale satuan pendidikan penerima dana BOS,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD adelah rencana keusngan tahunan permerintahan daerah
yang dibahas dan disetuji bersama oleh pemerintah daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang sclanjutnys dizingkat
RKA-ZBKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
SKPD sebagai dasar penyusunan APRBLD.

Pendapatan dan Belanja BSatuan Pendidikan yeng
selanjutnya disingkat APBS, adalah rencana biaya dan pendapatan
rinci untuk satu tahun pelajaran.

Bendahara Dana Bantuan Operasional Scknlah, yang selanjuttiya
disebut Bendahara BOS, adalah pegawai negeri sipil vang dituniuk
untuk menerima, menvimpan, membavarkan, menata

dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
sekolah dalam mngks pelaksanaan Bantuan Operasiona) Sckolah.
Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
angegeran/pengguna barang dan  oleh  karepnanya  wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keusngan
untuk digabungkan pada entitas pelapotran.

Entitas pelaporan adalab unit pemenntahan yang tertlin atas satu
atau [ebih endtas alkuniansi yang menurii kKetentuan peratiran
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungiawaban berupa laporan keuangan.

Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Bantuan
Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat 3P38 BOS, adaiah
surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja BOS atas
laporan realisasi pendapatan dan belenja BOS oleh Kepala BKPD.
Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Bantuan Operasional
Sekolah, yang selanjutnya disingkat SP2B BOS, adalah pengesahan
pendapatan dan belania oleh PPKD atas 5P3B BOS dan Kepala
BKPD,.



Bagian Kedua
Asas, Meksud dan Tujuan

Pasal 2

Asas Pengelolaan Keuangan dana BOS meliputt:

a,

tertib, vaitu pengelolaan keuangan dana BOS harus dilakukan
secara tepat guna yang didukung dengan bukt-bukti administrasi
yang dapat dipertanggungjawabkan;

taat pada peraturan perundang-undangan, yaitu pengelolaan
kevangan dana BOS berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan;

efektif, yaitu pencapaian hasil program dalam pengelolaan
keuangan dana BOS harus sesuai dengan target yang telah
ditetapkan;

efisien, yaitu pengeloiaan keuangan dana BOS harus menghasilkan
pencapaian keluaran yang maeksimum dengan masukan tertentu
atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran
tertentu;

ekonomis, yaitu perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas
tertentu pada tingkat harga yang terendah;

transparan, yaitu memungkinkan masyarakat untuk mengetahui
dan mendapatkan akaes informasi seluas-luasnya mengenai
pengelolaan dana BOS;

bertanggung jawab, yaitu pengelolaan keuangan dana BOS harus
mencerminkan  perwujudan kewajiban sescorang  untek
mempertangeung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber
daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya
dalam rangkse pencapaian mjuan yang telah ditetapkan,

keadilan, vaitu pengelolasn keuangan dana BOS mencerminkan
keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaasnnya dan/atau
kescimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan
perimbangan yang objektf;

kepatutan, yaitu pengelolaan keuangan dana BOS harus dilakukan
dengan wajar dan propersional.

Pasa)l 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupaii ini adalah untuk memberikan
acuan/pedoman begi SKPD, SKPKD dan Sckolah dalam pengelclaan
keuangan dana BOS.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah unfuk:

A.

b.

meningkatkan tata kelola keuangan dana BOS agar dapat berjalan
efisien, efektif, transparan dan akuntabel;

memudshkan konsclidasi pertanggungiawaban keusngan dana
BOS dalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



Bagian Ketipa
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolasn keuangan dana BOS meliputi
penganggaran, pelakaanaan dan penatausahsan, pelaporan dan
pertanggungiawaban, serta pembingan dan pengawasan.

(1)

(2)

(3)

{4]

(3)

{6}

(7)

BAB TI
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BOS

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 6

Rencana pendapatan dan belanja dana BOS disuaun oleh Kepaia
Sekolah dalam Rencana APBS dan disampaikan kepada Kepala
SKPD yang membidangi Pendidikan.

Berdasarken rencana pendapatan den  belanja dana BOS
schagaimana dimaksud pada aya: (1), Kepala SKPD membuat
rencana pendapatan dana BOS dan rencana belanja dana BOS
yang dituangkan dalam RKA SKPD.

Rentcana pendapatan dena BOS sebagaimana dimaksud pada ayat
2} dianggarksn daelam kelompok lain-lain Pendapatan Daerah yaog
Sah, jenis Pendapatan Hibah, objek dan rinciaty objek Dana BOS.

Rencana belanja dana BOS scbagaimana dimaksud pada ayat {2}
dianpgarkan dalam kelompok belanja langsung dan diuraikan ke
dalam jenis, objek, dan rincian objck belanja Dana BOS, yang
pemanfaatannya berpedotnan pada petunjuk teknis penggunsan
dan pertanggungiawaban keuvangan dana BOS.

Rincian lebih lanjut mengenai jenis, objek dan rincian objek belanja
dana BOS per Sekolah ditetapkan oleh Kepala SKPD berdasarkan
Rencana APES.

RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dipergunakan
sebagai bahan penyusunan Peraturan Dacrah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran AFED sesual ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Format rencana APBS dana BOS sebagnimana dimakeud pada ayat
{1] tercantum pada Lampiran [ Peraturan Bupat ini.



Bagian Kedua
Pelakzsanaan dan Penatausahsan

Pesal 7

{1) Penggunaan dana BOS yang diterima Sckolah dilakukan
berdasarkan APBS.

{2} Setiap pengeluarsn atas beban dana BOS harus didukung oleh
bukti yang Jengkap dan sah.

(3) Jumiah belanja atas penggunaan dana BOS yang dianggarkan
dalam APBS merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja dana
BOS.

(4] Pengetuaran dana BOS tidak dapat dibebankan scbagai belanja
apabiln pengeluaren tersebut bidak tersedia atau tidek cukup
tersedia dalam APBS.

{5} Penggunaan dana BOS dilakukan berdasarkan jenis belanja dalam
APBEL.

{6} Sekolah dilarang meiakukan pengeluaran atas beban dana BOS
untuk tujuan selain yang telah ditetapkan dalam APBS.

{7\ Penpadaan barang dan/jasa yang bersumber dari dana BOS
dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku  bag
mengadazan barang/ jasa pemerintah.

(8} Pengelotaan dane BOS dilaksanakan aleh Tim Manajemen BOS
Sekolah.

Paszal 8

(1) Bendahara BOS membuka rekening dana BOS pada bank yang
ditunjik untuk menampung dana BOS yang diterima.

(2) Rekening dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian dari rekening BUD yang dikelola di luar BUD.

{3) Rekening dana BOS sebagarmana dirnaksud pada ayat (i)
ditetapkan oleh Bupati.

Pasai 9

{1) Setiap pendapatan dan belanja yang dibebankan pada dena BOS
dicatat oleh Bendahara BOS dalam buku kas.

{(2) Buku kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} disampaikan oleh
Bendahara BOS kepada Kepala Sekolah dengan melampirkan bukti-
bukti pendapatan dan belanja yang iengkap dan sah pada setiap
akhir bulan untuk mendapat pengesahan oleh Kepala Sekolah,

(3} Penatausahasn dan pembukuan pendapatan dan belanja dana BOS
oleh Sekolah dibukukan sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS.



()

{1)

{2)

(3)

(4)

(5)

{6

{7)

(8)

(%

(1)

{2}

(3}

Format Buku Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran [[ Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

Bendahara BOS menyusun laporan realisast pendapatan dan belanja
dana BOS dan disampaikan kecpada Kepala Seiniah untusk
mendapatkan petigesahan.

Kepala Sekolah menyampaikan laporan realisazi pendapatan dan
belaja dana BOS dan Surat Permmyatsan Tangpung Jawab Kepala
Sekolah setiap triwulan kepada Kepale SKPD peling lambat pada
tanggal 5 setiap awal triwulan berlkuinya.

Khusus untuk sckolah dasar, laporan realisasi pendapatan dan
belanja dana BOS disampaikan kepada Kepala SKPD melalai Unit
Pelaksana Teknis pada SKPD di masing-masing kecamatan uniak
dilakukan rekapihzlasi.

Berdasarkan rekapitulasi laporan realisasi pendapatan dan belanja
BOS, Kepala SKPD menyusun SP3B BOS dan disampaikan kepada
PPKI} setiap triwuian untuk diterbitkan SP28 BOS cleh BUD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPD dan BUD melakulkan
pembukuan atas pendapatan dan belenja dana BOS sesuai SP2B
BOS dengan mempedomani  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Format laporan realisasi pendapatan dan beianja Dana BOS
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) tercantum parda Lampiran 111
Peraturan Bupati int.

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawnb Kepals Sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV
Peraturan Bupad ini.

Format SPAB BOS sehagaimana dimaksud pada ayat [4) tercantum
dalam Lampiran ¥V Peraturan Bupati ini.

Format SP2B BOS sebagaimana dimaksud pada ayat {4) tercantum
dalam Lampiran V] Peraturan Bupati ini.
Pasal 11

Berdasarkan SP2B Dana BOS, SKPD menyusun Laporan Keusngan
SKPD setiap tahun.

BKPD schagai mtltas alountansi  wajib  menyusun dan

menyampaikan Laporan ¥euangan SKPD kepada PPED paling
lambat 2 [dua) tmlan setelah periode pelaporan berakhir,

Laporan Keuangan SKPD yang diterima PPKD selanjuinya dilakukan
konsolidasi ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



{4) Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan
yang berlaku.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 12

(1) Pembinaan terhadap pengelolaan keuangan dana BOS dilekuzkan
oletr SKPD.

(2] Pengawasan internal pengelolaan keusngan dana BOS dilakukan
oleh SKPD.

{3) Pengawasan eksternal pengelolaan keuangan dana BOS dilakukan
oleh Aparat Pengawasan Intern Pernerintah,
BAB TV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Purworejo.
A SESUAI DENGAN ASLINYA : . :
LA BAGIAN HUKUM iﬁf@iﬁlmﬂ-ﬁmm

BUPATI PURWOREJO,

Y SWTYOWATI, SH. MM. Ttd.

& < A : 3
FWpssatin i 1 AGUS BASTIAN
Diundangkan di Purworejo
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJQ,
Tid.
TRI HANDOYD

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJOQ
TABUN 2017 NOMOR 32 SERI E NOMOR 29




LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI PURWORE.JO
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN

DANA BANTUAN GPERASIONAL SEKOLAH
DI KABUPATEN PURWOREJQ

FORMAT RENCANA APBS DANA HOS

ANGGARAN PENDAFPATAN DAN BELANJA SEXOLAH YARG BERSUMBER DARI DANA BOS
TAHUN ANGGARAN 2016
Nama Sekolah
Deaa f Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
HD&"_: Uraian Semester I | Semester [ TA 2016
Rekenmg_
{i) (<) i3) (4] 5] = (3] + {4

4 Pendapatan
4.3 Lain-lain Peodapatan Daerah yang Szh
4.3.1 Pendapaian Hibah
4.3.1.2 Pendapatan Hibah Dana BOS
5 Belanjs
5.2 Belanja Langsung
5.2.1 Belanja Pegawsai
5.2.2 Belanjs Barang dai Jesa
52.3 Belanja Modal
5.2.3.1 Belanja Modal Tansh
5.2.3.2 Belania Modal Peralatan dan Meain
5233 Belanjs Model Gedung dar: Bangunan
5334 Belanja Modal Jalan, rigesi dan Jaringan
5.2.3.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
52.3.6 Belanja Modal Aset Lainya

Surplus f (Dehsit)

Kepala Sekolah,
MNIF

Q wo R / embma Tingkat I

==9IP. 19650529 199003 2 007

Ttd.

BLPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN




LAMFIRAN 11

PERATURAN BUFATI PURWOREJC

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKQOLAH

D KABUPATEN PURWOREJO

FORMAT BUKU KAS

€/ emb1na Tingkat I
1P, 19650529 199003 2 007

E _ I I I
BUKLI KAS
Bulanm o Tahun 2016
Nama Sekolah
Dega/Kec,
Kabupaten
Provinai
Penerimaan Pengeluaran
No. No. . , ) Salde
Dehit Kredit]
T8 | Rode | Buku Uraian ( o ' { o } Rp
Jumlah bulan ini
Jumiah s.d. Bulan lala
Jumiah s.d. Bulain i
Mengetahui
l Kepala Sekolah Bendahara BOS
............................................... -
AL SESUAI DENGAN ASLINYA
"-[,A BAGIAN HUKUNM

BUPATI PURWOREJO,
Ted.

AGUS BASTIAN



LAMPIRAM O

PERATURAN FRIPATT FURWLIREMS

r»omck 32 TAHUN 2016
TENTAR

PECOMAN TERNES PERGELOLLS S NEL &ML R
OAMA BANTUAR OFERAZKINAL FENOLAH

Ol KABLIFATEN MIRWOREID

FORMAT LAPCHEAN HEALLAAS] PENDAPATAN [1AN AELARIA DAHA BOMY

S T T ————— T et TR e el
LAPORAK REALIAAG LAPCHAN REALIAAT] PERTWINT AN TAH FELARIA Db B0
TRIWLILAK ... TAHUN MG

hrma Jwrkolub

Ly Mooy Py

[k bl Pl

Fritine

Kol Lt -l Jumah ad. | oJamlab | Fusseh ed. | e ) r
W iy PO | et bl | P b | Pestooe bk | Curesgs il
Al %) IE] L] 164 e TN TER A Lo

4 L]

4.3 Luiin- iagint Perlapa tm Cwvrah g o

4.31 Pancegesian H0al

413 Pemdppates Wl Do BOW

[

X}

Agi 1  Seiesje Segmmal
xa 1 Selege Seregy dies s

£33 [y

EET Belarys Modal Tassh

5337 Belargs Modal Peralaten dao, Mesn

5.2.4.1 Deiargs Modal Uhctung degs Fenguoan

5.r3.4 Brincgy Mpdnl ol g slan feringer
P3| Wb ookl b ati) L

3.2.3.5 frkein bowin] Aot Lusircps

; T A e
i Dt B0 8oL ey
Krpaln fakaluh

BUTATT PUREOIREM.
.
ACHAS HANTIRN

Qy wo e // embina Tingkat I
=18, 19650529 199003 2 007



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANCG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
DANA BANTUAN OPERABIONAL SEKOLAH

DI KABUPATEN PURWORE.JO

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAR

I N L
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJC
BEKDLAH EEY I IR RN LTSRN P E R L R R R LA R R bl Ll Ll bl
=1 = O PP

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWADB

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama :
Jabatan :Kepala Sekolah
Alamat

dengan ini menyatakan bahwa:
1. Belanja Bantuasn Operasional Sekolah [BOS) telab digunakan dalam rengka mendukung)
vperasional sekolah dan tidak untuk kepentingan pribadi.

2. rnaan Belanja Bantuan Operasicnal Sekolah {(BOS) adalah
Waktu Penerimaan {Rp} Pengpunaan |Rp)
Triwudan [
Triwulan I
Trowulan I
Triwulan TV
JUMLAH | -
3. Apabila dikemudian bari pernyataan ini tidak sesual dengan keadaan yang sebenarnya,
aaya bersedia dikenakan sanksi danj/arau dituntut gantl rugi dan aten tuntutan laimnyal
sesuat dengan Xetentuan peraturan perundang-undangen yang berlaku.

4¢au--_§

Demikian surat pernyataan ini dibuat denpan sebenarnya dan bermaterai cukup unituk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUFATI FURWOREJO,
Ttd.

AGUS BASTIAN



LAMPIRAN V
FERATURAN PUFPAT] PURWOREID

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

DI KABUPATEN PURWORE.)Q

FORMAT SP3B BO3S

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

SURAT PERMINTAAN PERGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DANA BANTUAN OPERABIORAL BEKOLAH
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LAMPIRAN V1

PERATURAN BUPAT! PURWCREJO

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

D1 KABUPATER PURWOREJC

FORMAT SP2B BOS

BURAT FENGEAAHAN FENDAPATAN DAN

PEMERINTAH KABUFATEN PURWORE.IQ
BELARJA DANA BARTUAN OPERABIONAL

..............................

Momor SPIB BOS
Tanggal
Hode

Nama SKPD

Telah disahkan peodapatan 4en belanja Bantoan Opemsional Sekolab sejumbah :
Baldo Awal Rp
Pendapatan Rp
Belanja Rp
Salda Akchlr Rp
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